;rkemhc.ngaﬁﬂya Kaaanv-kadana dan bahkan serin; ';Jihak asmg "ngm me




- - dilaksanakan stan sebaliknya. Dari § Jjasa‘konsulian hukum penting vntuk feria
-%ananya suatu proyek kejasamz yang diharapkan dapat mencapai sasaran, kalay

S e} kerjasamadengan pemsahaan nasmnal kiramémintz bantuan kepada ko
8 --sultan hukiom. untik menelit apakah perusahaan yang dimaksudkan oieh’ o
* . asingin bonafit atau tidak dan apakah mungkin dapat uniuk kerjasama. l}e'ngan
- hasil penelitian dari konsulian hukam tersebut pengusaha asing dapatmenilai dan
_memberkan kriteria'tertenta dan menyimpulkan bahiwa kerjasama tersebit dap

. -memenuhi kriteria penilaian yang disyaratkan oleh pihak pengusaha asmg barulah
dapat 'dgmungkmic&n kerjasama tersebua dapat dxiangsan gkc.,n '

I’mses ?embeﬂmkan %’erseman T@rba&a&s e

& Untukpendman pﬁrsarcan terbg_tas banyak tahapan@ahapm yang Emus dilaini
antaraain meliputi ; '
L ?emﬂ;han nama perusahaan persaroan deng,an sy‘arai,-syafat antara: Iam g
~+"“bagai berikut : :
I;f-'Da}am pemhhan nama yang harus dlperhaukan
-7l Tidak bertentangan’ dengan kesusilaan atau ketertiban nmum.
_ b, Tidak boleh memakai nama yang sama dengan nama DPETseroan terbaias :
L yang telah mempemleh sl;ams hukum aiau ielah ada nama yaig e:ha;ﬁk&n
- 'terlebih-dabhuln, - g e
“ig. s Nama yang diajukan tidak boleh menyerupai tama perseroan yang zeiah
berstatus badan hukum/telah ada nama yang diajukan terlebih dahulu. Sifat
© - 'menyerupai inireliputi kemiripan dalam tulisan, bunyi; ataupun kesan dan
-~ kebalikan sukii kata, penambahan sukukata setelah dua kaia. yans d1§}akm
-sebagal mana oleh perseroan ‘terbatas lain,
d. Harus mempunyai daya pembeda yang cukup, daya pemb@da den fannama
i Pérseroan Terbatas lain yangtelah berstatus badan hukum/pemmohonannya
“ielah (ﬁSGEHjUI atau permohonannya telah diterima terlebih dahulu. Dalar
* ~kategori ini termasuk nama yang hanya terdiri daarinama kata, negara, ang-
-~ 'ka, huruf, kombinasi angka dan huruf, nama yang terlaln umum, nama ha-
nya menunjukkan suatu bidan g usaha tertentu {eiapl usaiaama berancka m-_
‘gam. 5
el MNamayang d;aguk,an ity bx,kau merupakan nama yang, merek dagang ymg o
terdaftar atas nama orang atan perusahaan lain,
“f. Tidak merapakan nama pernsahaan asmg, kecuali teiah mzmumat zjm
- tertiilis dari pemilik pernsahaan tersebut.
2. Pemakaian singkatan seperti SA; SARL, AGA, LTD, GMBH BHD, FTE,
- PVBA, dan & CO dan kata ASSOCCIATION dibelakang nama Perseroan

Terbatas tidak boleh, :
3. Pemakaian nama yang mengandung nilai historik, nama-nama pahlawan atau

nama-nama yang mempunyat niial atau sifaat politis tdak boleh. e

Ketentvan b dan ¢ tidak berlaku’ apabila:suaaty nama perseroan terbatas . -
tersebut wermasuk dalam suaty kelompok perusahaan dan persercen terbatas







- "kan pengesahan dari Departemen Kehakiman., 3 : S
" Setelah didafiarkan ke Pengadilan Negeri seiempat maka berkewajiban un
- mengumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia. Untuk dapat dimuag
dalam Berita Negara disamping syarat-syaraat yang diperlukan maka juga

rus membayar sejumlah yang terientu untuk biaya cetak (tarif terlampir). -

AKIBAT HUKUM

Aijabila _anggarén dasar persercan terbatas tersehut tidak divmumkan, maka
betumlah perseroan tersebut merupakan badan hukum yang syah menurut hukum
 karena persyaratannya belum sémua dilaksanakan maka dengan demikian segala-
aktifitas dan hutang piutang yang dibuat oleh perseroan terbatas fersebut menjadi.
tangzgong jawab pengurus, dan tanggung jawab tersebut bersifat tanggung renteng.

- Perlu juga diketzhui bahwa dalam prakiek bahwa tidak semua anggaran dasar
perseroan terbatas tersebut dinmumkan dalam Rerita Negara, dan banyak pula’
setelah ada perubahan, perubahan itulah yang dimuat atan diumamkan dalam
Berita Negara dan anggaran dasarnya sendiri secara lengkap tidak diumumkan-
dalam Berita Negara dan yang seperii inilah dapat menimbulkan kesulitan nptuk’
memperoleh anggaran dasar yang lengkap, disamping merngikan negara juga
merngikan pendiri perseroan terbatas 1 sendiri serta para pemegang sahamnya;

SARAN-SARAN

‘Sebaiknya Pemerintah dalam hal ini Depariemen Kehakiman mengeluarkan
peraturan yang tegas dengan sanksi-sanksi yang tegas pula bagi Notaris dan pendiri
perseroan terbatas yang tidak menuntaskan hingga sampai pada dimuatnya Angga-.
ran Dasar pendirian suatu perseroan  terbatas pada Berita Negara Repubilik -
Indonesia dengan ancaman pembatalan dari pengesahan pendirian perseroan
terbatas yang diberikan jika anggaran dasar tidak diumumkan.

3 Surat Menter] Kehakiman no. ¢-BLOLO1L1
Tanggal 17 Janueari 1983









